DASAR:

KEPADA :

UNTUK:

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JI. Gatot Subroto No  Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 323495 Fax. 327183 email : dprdnganjukkab@gmail.com

Website : www.dprdnganjukkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 090/ /411. 100/ 2023

=

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD T.A. 2023 ;
2. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD T.A. 2023 ;

Undangan Sekretaris Daerah Nomor 005/511/411.000/2023 Tanggal 22 Februari 2023 Bimbingan
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

4. Perintah Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

MEMERINTAHKAN :

1. Nama : FREDIAN DWI PRIYANARKA, S.STP.M.AP

NIP 19900319 201406 1 001

Pangkat/Golongan : Penata (I11/c)

Jabatan . Kasubag Perencanaan dan Penganggaran ( Perencana Ahli Muda )
2. Nama :  ALFIAN JUNAIDI

NIP : 19750907 200901 1 003

Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I (11/d)

Jabatan . Staf Sekretariat DPRD Kab. Nganjuk
3. Nama :  JOHAN NOVIANTA PUTRA

Jabatan . Staf Sekretariat DPRD Kab. Nganjuk

Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sakip dalam rangka
peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi ( RB ) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerinta ( SAKIP ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Hotel The Royal Surakarta
Heritage, JI. Slamet Riyadi No.6, Kp. Baru,Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada
tanggal 3 s/d 4 Maret 2023

Dikeluarkan : Nganjuk

Pada tanggal : Maret 2023
PIt. SEKRETARIS DPRD

Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk

Ir. FADJAR JUDIONO.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 199303 1 012




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JI. Gatot Subroto No  Nganjuk Kode Pos 64412

Telp. (0358) 323495 Fax. 327183 email : dprdnganjukkab@gmail.com
Website : www.dprdnganjukkab.go.id

Lembar ke
Kode No
Nomor
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)
1. Pejabat yang memberi perintah . Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

2. Nama/ NIP Pegawai yang diperintah : FREDIAN DWI PRIYANARKA, S.STP.M.A.P
mengadakan perjalanan dinas

3. a. Pangkat dan Golongan : Penata (lll/c)
b. Jabatan - Kasubag Perencanaan dan Penganggaran ( Perencana Ahli Muda )
c. Tingkat menurut Perjalanan Do
4. Maksud perjalanan dinas . Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi dan Sakip dalam rangka peningkatan implementasi
Reformasi Birokrasi ( RB ) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerinta ( SAKIP ) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nganjuk di Hotel The Royal Surakarta Heritage, JI.
Slamet Riyadi No.6, Kp. Baru,Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta,
Jawa Tengah, pada tanggal 3 s/d 4 Maret 2023

Alat Angkut yang digunakan Do-

a. Tempat berangkat : Nganjuk
b. Tempat Tujuan . Jawa Tengah
7. a. Lamanya Perjalanan dinas . Selama 2 (Dua) hari
b. Tanggal berangkat 3 Maret 2023
c. Tanggal harus kembali 4 Maret 2023
8. Keterangan ( Pengikut) 1 ALFIAN JUNAIDI

2 JOHAN NOVIANTA PUTRA

9. Beban Anggaran

a. Instansi . Sekretariat DPRD Kab. Nganjuk
b. Mata Anggaran ;

Nganjuk, Maret 2023
Plt. SEKRETARIS DPRD
Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk

Ir. FADJAR JUDIONO,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 199303 1 012




SPPD No : 090/ /411.100/2023
Berangkat dari : Nganjuk
(Tempat kedudukan)
Pada tanggal Maret 2023
ke :
Il. Tiba di Berangkat dari
Pada tangga : Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala
% v
I1l. Tiba di Berangkat dari
Pada tangga: Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala
% v
IV. Tiba di Berangkat dari
Pada tangga: Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala
Vv %
Tiba kembali di Nganjuk
Pada Tanggal Maret 2023

VI. CATATAN LAIN-LAIN
VII. PERHATIAN

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas

benar dilakukan

perintahnya dan semata-mata untuk

kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Nganjuk,

Maret 2023

Plt. SEKRETARIS DPRD
Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk

Ir.FADJAR JUDIONO,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 199303 1 012

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang
mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan
Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.










